
BUPATI NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10.A TAHUN 2019 
TENTANG KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI KETENTUAN 
JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 
tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan 
Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu 
ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.A Tahun 2019 
tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan 
Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 384);

9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang 
Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja 
serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 10. A TENTANG 
KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI KETENTUAN 
JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 41 dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 
tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja serta 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 
2019 Nomor 10.A) diubah sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
huruf c diatur sebagai berikut:

a. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara selama 
3 (tiga) hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
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b. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dijatuhi hukuman 
disiplin berupa teguran tertulis;

c. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi hukuman 
disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

d. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dijatuhi hukuman 
disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

e. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 1 (satu) tahun;

f. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dijatuhi 
hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 3 (tiga) tahun;

g. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja 
dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah selama 12 (dua belas) bulan;

h. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja 
dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya 
menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

i. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dijatuhi hukuman 
disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS; dan

j. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 
10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dijatuhi hukuman 
disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS.

(2) Jumlah hari tidak masuk kerja sebagai dasar penjatuhan hukuman 
disiplin dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

(3) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa 
alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j diberhentikan 
pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal M ^^br^^ri M>^

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal ^ f^^^rr' Z42.y

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR ^


